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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum bagi perusahaan yang masih mengoprasikan armada busnya
yang tidak Laik Jalan maka perusahaan bus yang bersangkutan akan
dikenai sanksi berupa, peringatan lisan, peringatan tertulis,penyitaan
Kendaraan, pencabutan izin, dan/atau denda. Selain pencabutan dan
pembekuan izin trayek perusahaan angkutan tersebut juga dapat
mendapatkan sanksi pidana selama 2 ( dua ) bulan atau denda paling
banyak Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ). Perlindungan terhadap
penumpang Yyang menaiki Kendaraan bus yang tidak memenuhi
persyaratan Laik Jalan tersebut maka penumpang akan mendapapatkan
santunan yang diberikan oleh PT. Jasaraharja, dimana setiap penumpang
yang membeli karcis angkutan ( bus ) maka telah mengikuti program
asuransi. Dimana iuranya didapat dari iuran wajib yang harus di bayarkan
oleh perusahaan bus kepada PT Jasaraharja, iuran tersebut didapat dari
tiket angkutan bus yang di beli oleh para penumpang kemudian
perusahaan bus menyetornya kepada pihak asuransi. Selain dari pihak
asuransi perusahaan bus juga ikut bertanggung jawab dengan memberikan
santunan kepada penumpang atas kerugian ataupun penderitaan yang

dialami penumpang bus tersebut.
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2. Peran Dinas Perhubungan kabupaten bandung terhadap perusahaan bus
yang tetap mengoprasikan bus yang tidak laik jalan adalah dengan
melaksanakan giat inspeksi keselamatan ( Ramchek ) yang dilakukan di
titik titik tertentu maupun langsung ke garasi perusahaan bus tersebut slain
itu Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memberikan peringatan atau
himbauan kepada perusahaan perusahaan bus untuk melaksanakan uji
berkala. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten melaksanakan
sosialisasi kepada awak angkutan terkait keselamatandan apabila dalam
kegiatan insfeksi dan audit kendaraan tersebut terdapat bus yang tidak laik
jalan maka pihak dishub melakukan peringatan dan jika sudah
diperingatkan namuntidak dilakuakan perbaikan maka akan di lakukan
pencabutan izin yang telah didapatkan.

B. Saran

1. Akan lebih baik jika pemberian sanksi terhadap perusahaan angkutan yang
mengoprasikan bus yang tidak laik jalan di berikan sanksi yang lebih tegas
agar ada efek jera dan tidak menganggap sepele terhadap sanksi yang di
berikan dengan mencabut segala bentuk izin oprasional baik perusahaan
maupun bus yang telah keluar. Dalam hal perlindungan penumpang
sekiranya pemerintah mepertimbangkan di bentuknya peradilan yang
khusus menyakut perlindungan transportasi terkait kerugian yang dialami
penumpang.

2. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten bandung lebih memperketat

pengawasan dan lebih meneliti terhadap perusahaan-perusahaan yang



82

mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan dan akan lebih baik juga
lebih rutin dalam mengawasi kendaraan-kendaraan tidak laik jalan. Serta
lebih meningkatkan konsolidasi dengan Dinas Perhubungan provinsi dan

dirjen perhubungan darat kemenhub.
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